
Menteri Perencanun Pembangrman NasionaU

Keph Badan Puencrnaan Pembangunan Nuional

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KXP. I I 9/M.PPN,/HK,/OA / ZO22

TENTANG
PLMBEM-UKAN TM PENYELENGGARA

PENGHARGAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKTLANJLTTAN/

SUSTAIIUABLE DEWLOPMENT &)ALS INT)ONESIA
(INDONESIA'S SDGS ACNON AWARTI)'I AHUN 2022

MENTERI PER.ENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang a. bahwa pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian
yang sangat besar terhadap pncapaian pelaksanaan Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development
Goals (SDGs) pada sektor-sektor terkait sebagaimana
terttang dalam RPJMN tahun 2020-2024;

b. bahwa dalam rangka upaya mencapai Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development 6oa.1s (SDGs)

yang dilakukan lintas sektor, terkoordinasi, sistematis, baik
dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan,
pemantauan malupun aspek evaluasinya, sebagaimana
tertuang dalam Peraluran Presiden Nomor 59 Tahrn 2Ol7
tentang Pelaks anaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan, perlu pemangku kepentingan yang telah
mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(TYB) / Sustainable Development Goals (SDGs), sena untuk
memberikan inspirasi dan semangat kepada pemangku
kepentingan lainny a dalam pencapaian tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan hutuf b, perlu dibentuk Tim
Penyelenggara Penghargaan Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan/Sustainable Development Goals lndonesia
(Indoncsiab SDGs Action Awardd Tahtn 2022.

c. bahwa pejabat dan pegawar yan9 nanl.anya tercantum dalam
Lampiran Keputusan im dianggap mampu dan memenuhi

persyaratan . .



-2

Mengingat

persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai
anggota Tim Penyelenggara Penghargaan Tujuan
Pemb angunan Berkelanjutan / Sus tai nable Developm en t G oals
Indonesia (Indonesia's SDGs Action Awardl Tahtn 2022:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Irmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1O4, Tambahan
l,r,mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022
(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
245,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6735);

3. Pefaturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tenta:ng Tata
Car a P enyusunan Rencana P emb angunan Nasional;

4. Petaturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pelaks naan Angaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagaimana telah dtubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 50 Tahun 2018;

5. Perat;lran Pemerintah Nomor 17 Tahun 2077 tentang
Sinkronisasi Proses PerencanaarL dan Pengan%:aran
Pembangunan Nasional;

6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangtnan
Berkelanjutan;

7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 201,9 tentaag Penataan
Tugas dan Fungsi Kementerian NeSara Kabinet Indonesia
Maju Periode Tahun 2019-2024;

8. Peratrran Presiden Nomor 68 Tahun 2079 tentang
Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah
dengan Perattran Presiden Nomor 32 Tahun 2027;

9. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2027 tentang
Kementerian P er enc an aan P emb anglnan Nasional;

70. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional;

17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepal a Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Nomor 5 Tahun 2076 tentang Perenc aaa.an, Pelaksanaar.'
Pelaporan, Pemantatan dan Evalsasi Kegiatan dan Anggaran;

12. Petatutan Menteri Perencanaan Pemabngunan
Nasional/Kepal a Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Nomor . . .
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Menetapkan

PERTAMA

KXI]UA

KXTIGA

KEEMPAT

Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan,
Penantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan
P emb angunan Berkelanj utan ;

13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepal a Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasionall

MEMUTUSKAN:

c. mclaporkan ...

: KEPT]TUSAN MENTERI PERENCANAAN PE,MBANGUNAN

NASIONAL,/KEPALA tsADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEI\NTLENGGARA
PENGHARGAAN TUJUAN PEMBANGUNAN
BERKXLANJUTAN/SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
INDONESIA (INDONESIA'S SDGS ACTION AWARDS) TAHUN
2022.

: Membentuk Tim Penyelenggara Penghargaan Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals
Indonesia (Indonesia's SDGs Action Awards) Tahun 2022 untuk
selanjutnya disebut Tim Penyelenggata, dengan susunan
keanggoLaan sebagaimana terc antuffi dalam Lampir an Keputusan
ini.

: Tim Penyelenggara terdiri atas Tim Pengarah., Penanggung Jawab,
Tim Pelaksana, Tim Penilai, dan Sekretariat.

: Tim Pengarah bertugas:

a. memberlkan arahan kebljakan dalam pelaksanaan penllaian
dan pemberian Indonesia's SDGs Action Awards 2O22;

b. memastikan pelaksanaan Indonesia's SDGs Action Awards
2022 telah mellbatkan semua p1hak, mengawasi,
membimbing, dan memberikan sarar. pemecahan atas
permasalahan pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana; dan

c. memantau pelaksanaan kegiatan Indonesia's SDGs Action
Awards 2022.

: Penanggung J awab bertlugas

a. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dan
melaksanakan arahan darr Trm Pengar ah;

b. melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan pelaksanaan
penll^ian Indonesia's SDGs Action Awards 2022 yang
dilakukan oleh Tim Pelaksana; dan



KELIMA

KEENAM

KETUJUH

c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Indonesia's SDGs

Action Awards 2022 kepada timPengarah;

Tim Pelaksana bertuSas:

a. menyusun jadwal dan rencana kerja kegialan Panitia Penilaian
Indonesia's SDGs Action Awards 2022;

b. menyusun Kerangka Acuan Kegiatan (KAK);

c. merumuskan konsep metodologi dan penrlaian Indonesia's
SDGs Action Awards 2022;

d. melakukan perciapan pelaksanaan penllaian Indonesia's SDGs
Action Awads2022;

e. melakukan sosialisasi pelaksanaan Indonesia's SDGs Action
Awards 2022;

f. melakukan evaluasi lerhadap pelaksanaan Indonesia's SDGs
Action Awards 2022; dan

g. men)'usull dan melaporkan hasil pelaksanaan penilaian
Indonesia's SDGs Action Awards 2022 kepada Tim Pengarah
melalui Penanggung J aw ab.

Tim Penilai bertugas:

a. menetapkan metodologi dan penllaian Indonesia's SDGs Acfion
Awards 2022;

b. melakukan penilaian terhadap semua peserta Indonesia's SDGs

Action Awards 2022;

c. melakukan verifikasi hasil penllaran kepada peserta

Indonesia's SDGs Action Awards 2022;

d. memberikan pertimbatgan dan rckomendasi pemenang
peserta Indonesia's SDGs Action Awards 2022; dan

e. menyampalkan laporan hasil penilaian dan hasll pelr.enang
Indonesia's SDGs Action Awards 2022.

Sekertariat bertugas:

a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dan Tim Penilai;

b. menyiapkan dukungan pelaksanaan kegiatan Indonesia's SDGs

Action Awarls 2022; dan

c. memberikan dukungan administrasi kegiatan lttTorcsia's
SIXI* Action Awards 2022 .

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas
Tim Penyelengg ara dlbebankan pada Angaran Pendapatan dan

Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangttnan

Nasional/Badan ...
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KEDELAPAN
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KISEA4BILAN

Nasional/Badan Perencanaan Pembangvnan Nasional Tahun
Anggaran 2022.

: Keputusan ini berlaku sejak tangg. l ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 5 Aguslus 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

trd.

SUHARSO MONOARIA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

RR. Rrta Erawati



SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEN}'ELENGGARA PENGHARGAAN TUJUAN PEMBANGUNAN

BERKNLANJLTTAN / SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOIIJ INDONESIA
( INDONESIA'S SDGS AL-TION A WARDS) T IjIUN 20 22

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS

NOMOR KXP. 1 1 9,/M.PPN/HK/0 I / 2022
TANGGAL 5 AGUSTUS 2022

Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama
Bappenas;

1. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber
D aya Alam., Kementerian PPN/Bappenas;

2. Deputi Bidang Pembanganan Manusia,
Masyarukat, dan Kebudayaan,,

Kementerian PPN,/Bappenas;

3. Deputi Bidang Ekonomi, Kementedan
PPN/Bappenas;

4. Deputi Btdang Politik, Hukum,
Pettahanan, dan Keamanan, Kementerian
PPN/Bappenas;

5. Deputi Bidang Pemantavan, Eyaluas| dan
P engendalian P emb angtnan, Kementerian
PPN/Bappenas;

6. Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas Bidang
Pembangunan Sektor Ungg an dan
Infrastruktur, Kementerian
PPN/Bappenas;

7 . Staf Ahli Menteri PPN,/Bappenas Bidang
Pemerataan dan Kewllayahan,
Kementerian PPN/Bappenas;

8. Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas Bidang

Hubangan dan Kelembagaan,

A. TIMPENGARAH

Ketua

Sekretaris

Anggota

Kementerian . . .
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B. PENANGGUNGJAWATT

C. TIMPELAKSANA

Ketua

Wakil Kelua

Anggota

D. TIM PENILAI

Ketua

Kementerian PPN/Bappenas.

Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas Bidang Sosial

dan Penangulangan Kemiskinan,
Kemenf erian PPN/Bappenas.

Direktur Kehitanan dan Konservasi Sumber
Day a Air, Kementerian PPN/Bappenas.

Direktur Perencanaan Makro dan Analisis
Statistik, Kementerian PPN/Bappenas.

1. Direktur Penanggtiangan Kemiskinan dan
P ember day aan Masy arukat;

2. Direktur Pangan dan Pertanian;

3. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat;

4. Direkur Agama, Pendidikan dan
Kebudayaan;

5. Direktur Keluarga, Peternpuan, Anak,
Pemuda, dan Olahraga;

6. Direktur Perum ahan dan Permukimanl

7- Direktur Sumber Daya Energi, Mineral
dan Pertambangan;

8. Direktur Ketenag ake\aan;

9. Direktur Industri, Paiwisata, dan
Ekonomi Kreatif;

10. Direktur Kependudukan dan Jaminan
Sosial;

i 1. Direktur PembangunanDaeruh;

12. Dtrekfiu Lingkungan Hidup;

13. Direktur Kelautan dan Perlkanan;

14. Direktur Hukum dan Reguiasi;

75. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan
T ata l,aksana;

16. Kepala Biro Umum;

17 . Kepala Biro Humas dan Tata Usaha
Pimpinan Kementerlan PPN/Bappenas.

Ahmad Avenzora, S.f,. M.S.E., Direktur Statistik

Kesej ahteraan ...
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E

Wakil Ketua

Anggota

TIM SEKRETARTAT

Ketua

Anggota

Kesejahteraan Rakyat, Badan Pusat Statistik.

Yanuar Nugroho, Ph.D., Kementerian
PPN/Bappenas.

l. Maria Hartiningsih, M.Hum., Wartawan
Kompas;

2. Zltmrotin K. Susilo, Pengurus Yayasan
Kesehatan Perempuan;

3. Dr. Triarko Nur Lambang, MA.,
Universitas Indonesia;

4. Yaya Winarno Junardy DipM.FCIM(UK),
CPM(AP), Presiden Indonesia Global
Compact Network,

5. Sonny Sukada, M.Sc. Direktur Eksekutif
CCPHI Partnership for Sustainable
Community;

6. My'a Maria Hanafiani, S.H., MA.,
APINDO.

Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber
Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas.

7. Tenaga AJnli Manajer Pllar Pembangunan
Sosial, Sekretariat Nasional SDGs;

2. Tenaga Ahli Manajer Pllar Pembangunan
Ekonomi, Sekretariat Nasional SDGs;

3. Tenaga Ahli Manajer Pilar Pembangunan
Hukum dan Tata Kelola, Sekretariat
Nasional SDGs;

4. Manajer Pilar Pembanganan
Lingkungan, Sekretariat Nasional SDGs ;

5. Tenaga Ahh Manajer Monitoring dan
Ev aluasi,Sekretariat Nasional SDGs;

6. Tenaga Ahli/Konsultan Asisten Manajer
Pilar Pembangunan Sosial Bidang
Perencanaan Program dan Monitoring
dan Evahasi, Sekretariat Nasional SDGs;

7 . Tenaga l[ii/Konsultan Asisten Manajer
Pllar Pembangunan Sosial Bidang
Monitoring dan f,valuasi dan Manajemen
D atabase.,Sekretariat Nasional SDGs;

8. Tena\a . .
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8. Tenaga Ahli/Konsultan Asisten Manajer
Pilar Pembangunan Ekonomi Bidang
Monitoring dan Evaluasi dan Manajemen
D atabase,Sekretariat Nasional SDGs;

9. Tenaga Ahli/Konsultan Asisten Manajer
Pllar Pembangunan Ekonomi Tujuan 7
dan 8, Sekretariat Nasional SDGs;

10. Tenaga Ahli/Konsultan Asisten Manajer
Pilar Pembangunan Lingkungan,
Sekretariat Nasional SDGs;

11. Tenaga Ahli/Konsultan Asisten Manajer
Ytlar Pembangunan Lingkungan Bidang
Database,Sekretariat Nasional SDGs;

72. Tenaga !,h1i/Kornsultan Asisten Manajer
P11ar Pembangunan Hukum dan Tata
Kelola Tujuan 16, Sekretariat Nasional
SDGs;

"13. Tenaga Profesional Asisten Manajer Pilar
Pembangunan Hukum dan Tata Kelola
Bidang Database, Sekretariat Nasional
SDGs;

14. Tenaga Ahli Asisten Manajer Bidang
Monitoring dan Evaluasi Pilar
Pembangunan Sosiai dan Daerah
Regional 1, Sekretariat Nasional SDGs;

75. Tenaga Ahli Asisten Manajer Bidang
Monitoring dan Evaluasi Pilar
Pembangunan Ekonomi dan Daerah
Regional 2, Sekretariat Nasional SDGs;

16. Tenaga Asisten Manajer Bidang
Monitoriirg dan Evaluasi Pllar
Pembangwan Lingkungan dan Daerah
Regional 3, Sekretariat Nasional SDGs;

77. Tenaga Asisten Manajemen Bidang
Monitoring dan Evaluasi Pusat dail
Daerah Regional 4, Sekretariat Nasional
SDGs;

78. Tenaga Ahli Pengembangan Froyek dan
Matchmaking SDGs Financing Hub,
Sekretariat Nasional SDGs;

19. Tenaga Ahli Teknis Manajemen Proyek,

Sekretariat Nasional SDGs;

ZO.Tenaga...
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20. Ten g Ahli Komunikasi Publik,
Sekretariat Nasional SDGs;

21. Tenaga A,hlt IT Pro8rammer, Sekretariat
Nasional SDGs;

22. Tenaga Ahli fl dan Desain Grafis
Specialist, Sekretariat Nasional SDGs;

23. Tenaga Administrasi Kevangan,
Sekretariat Nasional SDGs;

24. Tenaga Administrasi Kesekretariatan,
Sekretariat Nasional SDGs;

25. Tenaga Teknis Financing Hub, Sekretariat
Nasional SDGs;

26. Tenaga Sekretaris, Sekretariat Nasional
SDGs;

27. Tenaga Pendukung Logistik dan
Distribusi, Sekretariat Nasional SDGs;

28. Tenaga Operator Komputer, Sekretariat
Nasional SDGs.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/,
KXPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

SUHARSO MONOARFA

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kcpala Biro Hukum,

RR. Rita Erawati


